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Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi dilatarbelakangi adanya kasus korupsi yang 
merajalela di Negara ini, kemudian banyak pihak yang merasa dirugikan 
dengan adanya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi, adanya ketentuan ini sedikit banyak telah 
mengintimidasi hak asasi seseorang. Seseorang berhak untuk dianggap 
tidak bersalah sebelum adanya keputusan hakim atas kasusnya, semua 
orang berhak untuk mendapatkan SP3 layaknya kasus-kasus lain. Selain 
itu tentunya tidak boleh dilupakan prinsip kesamaan dimata hukum, 
dimana dimata hukum tidak ada yang dibeda-bedakan baik itu yang 
tersangkut kasus korupsi maupun yang kasus-kasus lainnya. Permasalah 
dalam skripsi ini adalah mengenai: Mengapa KPK berdasarkan pasal 40 
UU No. 30 Tahun 2002 tidak dapat mengeluarkan  SP3 dan bagaimana 
tinjauan siyasah atas tidak dapatnya KPK mengeluarkan SP3. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui secara mendasar mengapa KPK tidak 
dapat mengeluarkan SP3 dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan 
siyasah terhadap KPK dan SP3. 
Data penelitian ini diperoleh dari buku-buku referensi yang ada 
korelasi dengan judul penelitian, jurnal dan artikel-artikel dan lain-lain. 
Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 
deskriptif-analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data yang 
diperoleh dengan selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif, dimulai 
dari hal-hal yang bersifat khusus, yaitu tentang analisis fiqh siyasah 
terhadap pasal 40 undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK).   
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Ketidakwenangan Komisi 
Pemberantasan Korupsi untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian 
Penyidikan (SP3) mengandung maksud yang luhur, yaitu untuk lebih bisa 
meningkatkan data kerja Komisi Pemberantasan Korupsi untuk 
melaksanakan tugas nya dengan tepat sasaran, yang nantinya berdampak 
pada pemulihan kepercayaan masyarakat Indonesia pada hukum serta 
penegak hukum di Indonesia. Adanya pasal 40 UU No.30 Tahun 2002 
mendorong KPK untuk selalu bersikap hati-hati serta serius dalam 
menetapkan setiap seseorang yang di sangka melakukan tindak pidana 
korupsi. Dengan ketentuan yang demikian maka tidak heran jika kemudian 
dalam UU No.30 Tahun 2002 dicantumkan ketentuan mengenai 
ketidakwenangan KPK untuk mengeluarkan SP3. Dengan demikian, maka 
tentu saja ini bersesuaian dengan prinsip hukum pidana Islam 
menghendaki adanya kehati-hatian dan juga menempatkan seseorang 
dalam posisi bersalah maupun tidak bersalah. 
   




                       
                        
          
Artinya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 
dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan interprestasi di 
kalangan pembaca terhadap judul Skripsi ini, maka penulis perlu 
mengemukakan pengertian judul sebagai berikut : 
“ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP  PASAL 40 UNDANG-
UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI 
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)”. 
1. Analisis 
Analisis adalah menguraikan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian 
yang lebih kecil. 
2. Fiqih Siyasah 
Fiqih Siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur 
hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk 
mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.
1
 
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang bertugas 
untuk menangani masalah korupsi yang ada di Negara RI ini, yang 
berlandaskan pada Undang-Undang No 30 tahun 2002.Undang-
                                                             
1
H.A. Djazuli, Fqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu -rambu  
Syariah, cetakan ke 4, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 1. 
 Undang ini di bentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam 
Undang-Undang tersebut diatas.
2
 Maka dalam Undang-Undang 
tersebut terdapat tidak berwenangnya KPK dalam mengeluarkan SP3 
yang terkandung dalam pasal 40 UU Nomor 30 tahun 2002, yang mana 
alasan tidak diberiwewenang tersebut agar lembaga KPK berhati-hati 
dalam menentukan tersangka dan  semua kasus yang sudah ditangani 
KPK harus final di pengadilan 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Ada beberapa alasan yang menari, sehingga penulis terdorong untuk 
membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah, antara lain:  
1. Alasan objektif 
a. Penghentian penyidikan atas dugaan adanya tindak pidana korupsi 
khususnya,kadang kala disalah gunakan. Sehinga upaya 
penegakanhukum tersebut tidak ada kejelasan. 
b. KPK sebagai salah satu lembaga negara yang diamanati untuk 
menangani tindak pidana korupsi yang menggerogoti keuangan negara, 




2.  Alasan subyektif 
                                                             
2
Artikel ini diakses pada tanggal  17 November 2017 pada http://id.wiki/Komisi_ 
Pemberantasan_Korupsi 
 a. Pembahasan ini diangkat dikarenakan belum ada yang   membahas 
pembahasan ini dalam Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung. 
b. Permasalahan Analisis fiqh siyasah terhadap pasal 40 UU No. 30 tahun 
2002 tentang KPK  sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti 
karna tersedianya literatur yang menunjang dalam usaha 
menyelesaikan karya ilmiah ini. 
C. Latar Belakang Masalah 
Cita-cita para pendiri bangsa untuk memajukan kesejahtraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa masih belum menjadi kenyataan.Penyebab 
utamanya, para penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) 
masih lebih mengutamakan menyejahterakan diri sendiri.Mereka dengan 




Diantara masalah fundamental dalam kehidupan kenegaraan dan 
kemasyarakatan adalah korupsi.Menurut  Fockema Andrea, kata korupsi 
berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya disebutkan 
bahwa corruptio itu pula berasal pula dari asal kata corrumpere, suatu kata 
latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa 
seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt, Prancis, yaitu corruption, dan 
                                                             
3
"Indonesia Sarang Korupsi Sistemik", Berita Indonesia, 17 November2017, h.15  
 Belanda, yaitu corruptie (korruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari 
bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu "korupsi"
4
 
Korupsi adalah suatu permasalahan besar yang merusak keberhasilan 
pembangunan nasional.Korupsi menjadikan ekonomi menjadi berbiaya tinggi, 
politik yang tidak sehat, dan moralitas yang terus-menerus merosot.Korupsi 
merupakan sebuah konsep yang sangat akrab di telinga semua orang 
Indonesia. Hampir setiap hari media massa mengungkapkan gejala-gejala 
penyelewengan dan penyalahagunaan dana, waktu, kekuasaan, dan fasilitas 
yang ada yang merupakan berbagai macam gejala korupsi. Kendatipun semua 
orang tidak menerima prkatik-praktik korupsi, tetapi korupsi hampir 
melibatkan semua orang.Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat, 
pengusaha, dan kaum pegawai, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang 
berhubungan dengan lembaga-lembaga sosial dan bahkan lembaga 




Sudah bukan menjadi rahasia umum, bahwa hampir  semua instansi 
pemerintah di Indonesia sudah menjadi sarang korupsi sistemik. Di sebut 
korupsi sistemik karena sudah menyatu dan membudaya dalam sistem 
birokrasi, serta bisa berlangsung dengan mulus dan dalam waktu lama tanpa 
bisa terendus semua penegak hukum dan aparat penegak hukum.Karena 
rancangannya memang dibuat sedemikian rupa sistemik, dan lepas dari jeratan 
                                                             
4
Andi I-famzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan  
internasional (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2006),h.4  
5
Munawar Fuad Noeh, IslamDan Gerakan Moral Anti Korupsi (Jakarta, Zihru'l Hakim, 
1997), Cet. Pertama, h.13  
 hukum.Celah hukum dimanfaatkan betul untuk berlaku korup. Semua 
prosedur administratif dibuat sedemikian rupa atau sama sekali barang bukti 
tidak ada yang tersisa, semua dibuat terlihat rapi dan sesuai prosedur. 
Kalaupun dugaan korupsi sempat masuk ranah hukum, gantian aparat penegak 
hukum malah bisa masuk jaringan korupsi yang sistemik itu.
6
 
Masyarakat sudah terlanjur akrab dengan berbagai istilah yang termasuk 
dalam kategori korupsi. Kita mengenal istilah sogok, uang kopi, salam tempel, 
uang semir, uang pelican atau pelumas, uang pelancar dan beragam bentuk 
pelesetan lainnya. Dengan sendirinya, para aparat yang melakukan korupsi 
tersebut seperti biasanya mengeluarkan izin, lisensi, fasilitas, rekomendasi, 
yang menguntukan pemberi suap.Akhirnya, korupsi meajadi pola rutin dan 
keseharian, karena adanya saling menguntungkan bagi kelanggengan jabatan 
dan pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain istilah pungli (pungutan liar) 
yang amat merugikan masyarakat, akhirnya diterima sebagai pungmi 
(pungutan resmi) yang makin membudayakan praktik korupsi. 
7
 
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini juga diatur 
kewenangan KPK bahwasannya dalam kasus penanganan atau penyelidikan 
KPK tidak diberi wewenang untuk mengeluarkan SP3 (Surat Perintah 
Penghentian Penyidikan & Penuntutan) 
                                                             
6
"Indonesia Sarang Korupsi Sistemik", Berita Indonesia, 17 November 2017, h.15  
7
Munawar Fuad Noeh, Islam Dan Gerakan Moral Anti Korupsi (Jakarta, Zihru'l Hakim, 
1997), Cet. Pertama, h.41-42 
 Dilarangnya perbuatan korupsi dan tidak diberinya wewenang KPK 
mengeluarkan SP3 dalam Islam terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah 
ayat 188:  
                           
                
Artinya: 
Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain 
diantara  kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu membawa urusan 
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada 




Menurut Muhammad Ali As Says, memakan harta dengan bathil itu ada 
dua cara, yang pertama; mengambil dengan cara yang dzalim, seperti mencuri 
dan sebagainya , kedua; mendapatkannya dengan cara yang dilarang, seperti 
judi dan cara-cara lain yang dilarang oleh syara'. 
9
 
Usaha untuk memberantas korupsi sudah menjadi masalah global, bukan 
lagi nasional atau regional.Gejala korupsi ada pada setiap negara, terutama 
yang sedang membangun sudah hampir rnenjadi conditio sine qua non.Ada 
usaha terutama karena desakan rakyat banyak agar korupsi dibabat habis kalau 
perlu dengan hukuman darurat, seperti pidana yang berat, sistem pernbalikan 
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 beban pernbuktian, pernbebasan penanganan korupsi dari instansi normal ke 
suatu badan independent yang dijarnin integritasnya.
10
 
Ada banyak cara untuk menanggulangi korupsi, antara lain dengan 
pembentukan lembaga khusus yang independent yang bertugas menangani 
masalah korupsi. Di Indonesia saat ini terdapat sebuah lembaga yang 
menangani masalah korupsi yaitu KPK (Komisi Pernberantasan Korupsi) yang 
berdasarkan pada Undang-Undang No 30 Tahun 2002. Dengan di tetapkannya 
Undang-Undang  Nomor  30 tahun  2002 tentang komisi pemberantasan 
kornpsi yang mulai berlaku sejak tanggal  27 Desember  2002, dapat di lihat 
sebagai titik cerah yang membawa harapan dalam usaha pemberantasan 
korupsi di Indonesia. Artinya, dengan diadakannya perubahan terhadap 
Undang-Undang  No. 31 Tahun 1999 oleh Undang-Undang No. 30 tahun  
2002, diharapkan Undang-Undang ini dapat lebih mampu memenuhi dan 
mengantisipasi perkembangan hukum masyarakat dalam rangka mencegah 
dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana yang sangat 
merugikan keuangan negara. 
Pemeriksaan suatu perkara dilakukan oleh penyidik.Menurut 
 pasal 1 ayat (1) : 
Dinyatakan bahwa penyidik ialah polisi atau pejabat  
pegawai sipil yang diberi tugas oleh Undang-undang 
 ini untuk menyelidiki.
11
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 Proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik kalau tersangka 
yang diberitahu melalui suatu panggilan kepolisian mau menghadap secara 
baik-baik. Tetapi seringkali etikat baik seseorang yang dicurigai 
melakukan tindak pidana itu tidak ada.Terhadap yang terakhir ini perlu 
dilakukan penangkapan.
12
Menurut pasal 16 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa 
penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan penyidik atas 
perintah penyidik dan penyidik pembantu. 
Penuntutan merupakan tindakan berlanjut setelah selesai 
penyidikan dan tidak ada alasan penghentian penyidikan karena kurang 
bukti (yang biasanya dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian 
penyidikan (SP3), Dalam perkara korupsi tidak di kenal dengan adanya 
SP3 karena dalam kasus yang ditangani KPK harus berakhir di pengadilan. 
Tidak berwenangnya KPK dalam mengeluarkan surat perintah 
penghentian penyidikan di atur dalam pasal 40 UUNo. 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 
 Oleh karena itu, penulis mengangkat issu tersebut dalam bentuk skripsi 
dengan judul  ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAPPASAL 40 
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 D. Rumusan Masalah 
1. Mengapa KPK berdasarkan pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tidak 
dapat mengeluarkan  SP3? 
2. Bagaimana tinjauan siyasah atas tidak dapatnya KPK mengeluarkan 
SP3? 
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan  
a. Untuk mengetahui secara mendasarmengapa KPK tidak dapat 
mengeluarkan SP3. 
b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah terhadap KPK 
dan SP3.  
2. Manfaat  
a. Secara praktis agar masyarakat mengetahui tentang kiprah Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan masalah 
korupsi.  
b. Secara praktis agar masyarakat mengetahui tentang kenapa tidak 
berwenang nya  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 
mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan 
penuntutan dalam tindak pidana korupsi. 
F. Metode Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah 
jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan 
 cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, artikel-
artikel, makalah, majalah, koran serta bahan-bahan lainnya yang ada 
kaitannya dengan  masalah yang diangkat. 
b. Pengumpulan Data 
Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah tekhnik kepustakaan, yaitu dengan membaca buku atau literatur 
yang relevan dengan topik masalah dalam penelitian ini. 
c. Sumber Data 
1) Data Primer adalah sumber data penelitian langsung dari sumber 
aslinya, yaitu Al Qur'anul karim dan Hadist sebagai sumber utama 
fiqh siyasah. Dan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi, serta buku-buku  lain yang 
berkaitan dengan pembahasan penulis.  
2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak 
langsung diperoleh oleh penelitinya, yaitu artikel-artikel dan 
makalah-makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang 
dibahas dalam skripsi ini. 
d. Analisa Data  
Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu, 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dapat diamati.Dalam analisis kualitatif ini 
menggunakan metode berfikir induktif adalah cara mempelajari 
sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk 
 menentukan hukum yang umum. Dan deduktif adalah cara berfikir 
yang di tangkap atau di ambil dari penataan yang bersifat umum lalu di 
tarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan metode ini dapat 
disaring atau ditimbang data yang telah terkumpul dengan metode ini 
data yang dianalisis, sehingga didapat jawaban yang benar dari 
permasalahan. Data-data tersebut akan diolah dengan baik dan untuk 





PRINSIP SIYASAH DAN KEHIDUPAN BERNEGARA 
 
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah 
1. Pengertian Siyasah 
Kata siyasah berasal dari kata sasa.Kata ini dalam kamus Al-Munjid 
dan Lisan al-„Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah.Siyasah 
bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat 
kebijaksanaan.Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi 
menyatakan, arti kata siyasah adalah mengatur. Kata sasa sama dengan to 
govern, to lead. Siyasah sama dengan policy (of government, corprotion, 
etc). Jadi siyasah mengurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu 
mengatur, mengurus, memerintah, mepimpin, membuat kebijakan, 
pemerintahan dan politik.Artinya siyasah mengatur, mengurus dan 
membuat kebijaksanaan atas seseuatu yang bersifat politis untuk mencapai 
suatu tujuan. 
Secara terminologis dalam Lisan al-„Arab, siyasah adalah mengatur 
atau pemimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. 
Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat 
kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang 
menyelamatkan. 
 Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup 
bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada 
kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudataran. 
Ibn al-Qayim yang dinukilnya dari Ibn‟ Aqil menyatakan: Siyasah 
juga suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan 
dan terhindar dari kerusakan walaupun Rosul tidak menetapkannya dan 
Allah tidak mewahyukannya. Dan siyasah adalah “pengurusan 
kepentingan- kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan 
syara‟.13 
Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, fiqh 
siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas 
tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya 
dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan 
kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan 
ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 
menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 
dijalaninya. 
2. Obyek Dan Metode Pembahasan  
Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan 
antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara 
dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan 
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 lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun 
hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang 
kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah 
memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian 
terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy:  
“Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-
urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian 
penadbiran itu dengan jiwa  syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang 
khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang 
merupakan syariah „amah yang tetap”. Hal yang sama ditemukan pula 
pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf:  “Objek pembahasan ilmu siyasah 
adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal 
kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan 
merupakan realisasi  kemaslahatan manusia serta memenuhi 
kebutuhannya”.  Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, 
peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan 
pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat 
serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan 
negara.Metode yang digunakan dalam membahas Fiqh Siyasah tidak 
berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas Fiqh lain, 




Secara umum, lingkup yang digunakan adalah: 
a. Al-Ijma‟  
Al-Ijma‟ merupakan kesepakatan (konsensus) para fuqaha (ahli 
fiqh) dalam satu kasus.Misalnya pada masa khalifah Umar ra.Dalam 
mengatur pemerintahannya Umar ra melakukan musyawarah maupun 
koordinasi dengan para tokoh pada saat itu.Hal-hal baru seperti 
membuat peradilan pidana-perdata, menggaji tentara, administrasi 
negara dll, disepakati oleh sahabat-sahabat besar saat itu. Bahkan 
Umar ra mengintruksikan untuk shalat tarawih jama‟ah 20 raka‟at di 
masjid, merupakan keberaniannya yang tidak diprotes oleh sahabat 
lain. Hal ini dapat disebut ijma‟ sukuti. 
b. Al-Qiyas 
Dalam fiqh siyasah, qiyas digunakan untuk mencari umum al-
ma'na atau Ilat hukum. Dengan qiyas, masalah dapat diterapkan dalam 
masalah lain pada masa dan tempat berbeda jika masalah-masalah 
yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama.  
c. Al-Mashlahah al-Mursalah 
Al-mashlahah artinya mencari kepentingan hidup manusia dan 
mursalah adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nash Al-Qur'an dan 
As-Sunah yang menguatkan atau membatalkan. Al-mashlahah al-
mursalah adalah pertimbangan penetapan menuju maslahah yang harus 
didasarkan dan tidak bisa tidak. 
  
d. Sadd al-Dzari‟ah dan Fath al-Dzari‟ah.   
Sadd al-Dzari'ah adalah upaya pengendalian masyarakat 
menghindari kemafsadatan dan Fath al-Dzari‟ah adalah upaya 
perekayasaan masyarakat mencapai kemaslahatan. 
Sadd al-Dzari‟ah dan Fath al-Dzari‟ah adalah "alat" dan bukan 
"tujuan", contohnya ialah pelaksanaan jam malam, larangan membawa 
senjata dan peraturan kependidikan. Pengendalian dan perekayasaan 
berdasar sadd al-dzari‟ah dan fath al-dzari‟ah dapat diubah atau 
dikuatkan sesuai situasi. 
e. Al-„Adah 
   Kata Al-„Adah disebut juga Urf. Al-„Adah terdiri dua macam, 
yaitu: al-„adah ash sholihah yaitu adat yang tidak menyalahi syara‟ dan 
al-„adah al-fasidah yaitu adat yang bertentangan dengan syara‟.  
f. Al-Istihsan 
Al-Istihsan secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling 
dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalam umum. Dengan 
kata lain berpindah menuju dalil yang lebih kuat atau membandingkan 
dalil dengan dalil lain dalam menetapkan hukum. 
g. Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah 
Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah adalah sebagai teori ulama yang 
banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan fiqh siyasah 
kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu, dalam 
 penggunaannya, perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan 
syarat-syarat tertentu. 
3. Bidang –Bidang   
Bidang-bidang Fiqh Siyasah Berkenaan dengan luasnya objek 
kajian fiqih siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah ini, 
dikenal beberapa pembidangan fiqh siyasah. Tidak jarang 
pembidangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan 
pembidangan yang diajukan oleh ahli lain. Hasbi Ash Siddieqy, 
sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu; 
a. Siyasah Dusturriyah Syar‟iyyah  
b. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah 
c. Siyasah Qadha‟iyyah  Syar‟iyyah  
d. Siyasah Maliyah Syar‟iyyah  
e. Siyasah Idariyah Syar‟iyyah 
f. Siyasah Kharijiyah Syar‟iyyah/Siyasah Dawliyah 
g. Siyasah Tanfiziyyah Syar‟iyyah  
h. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah 
Contoh lain dari pembidangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum 
fakultas syari‟ah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam empat bidang, 
yaitu: 
1) Fiqh Dustury 
2) Fiqh Dawly 
3) Fiqh Maliy 
 4) Fiqh Harbiy 
Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang 
sebagai “pembidangan yang telah selesai”. Pembidangan fiqh siyasah 
telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan 
antarmanusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan 
pengaturan siyasah.  Dalam fiqh tersebut, berkenaan dengan pola 
hubungan antarmanusia yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan: 
a. Fiqh siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga 
negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan 
lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. 
Jadi, permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyyah adalah hubungan 
antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta 
kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang 
lingkup pembahsannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh 
siyasah dusturiyyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan 
perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi 
persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 
kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Contoh Negara 
yang menganut siyasah dusturiyyah yaitu Negara Indonesia, Ira‟ dan 
lain-lain. Misalnya: Membayar pajak tepat waktu, pembuatan identitas 
kewarga negaraan seperti pembuatan KTP, SIM, dan AKTA Kelahiran. 
b. Fiqh siyasah dawliyyah, Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, 
kekuasaan, wewenang. Sedangkan Siyasah Dauliyah bermakna sebagai 
 kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan 
Internasional, masalah territorial, nasionalitas ekstradisi tahanan, 
pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu 
juga mengurusi masalah kaum Dzimi, perbedaan agama, akad timbal 
balik dan sepihak dengan kaum Dzimi, hudud, dan qishash. Fiqh yang 
mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang 
satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Contoh 
Negara yang menganut siyasah dauliyah yaitu Negara Iran, Malaysia, 
dan Pakistan. Meskipun tidak sepenuhnya penduduknya beragama 
Islam. misalnya. Misalnya: NATO PBB. 
c. Fiqh siyasah maliyyah, fiqh yang mengatur tentang pemasukan, 
pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Maka, dalam fiqh 
siyasah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan 
pemerintah atau kekuasaan. Dalam suatu kalangan rakyat, ada dua 
kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerja sama dan saling 
membantu antar orang-orang kaya dan miskin. Fiqh siyasah ini, 
membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil 
untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan 
antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar. Adapun Negara yang 
menganut fiqih maliyyah adalah Semua Negara. Contohnya: RAPBN 
(Rancangan Anggaran Pendapatan Negara).  
d. Fiqh Siyasah Harbiyyah, siyasah yang mengatur tentang peperangan 
dan aspek –aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian. 
 Fiqh siyasah Harbiyyah ini meliputi pengertian dari fiqh harbiyyah itu 
sendiri serta tujuan dan macam-macam peperangan dalam islam, 
kaidah-kaidah peperangan dalam islam, masalah mobilisasi umum, hak-
hak dan jaminana keamanan serta perlakuan dalam peperangan, 





B. PRINSIP- PRINSIP SIYASAH 
1. Prinsip Ketatanegaraan Dalam Islam 
a. Prinsip al-Musawah dan al-ikha (Persamaan dan Persaudaraan) 
Dalam sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah, 
prinsip persamaan dan persaudaraan ini oleh nabi SAW dipraktekkan 
ketika ia menyusun piagam Madinah. Islam menganut prinsip 
persamaan dihadapan hukum dan penciptanya, yang menjadi 
pembedanya adalah kualitas ketaqwaan individu. Keberpihakan islam 
pada prinsip persaudaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang 
hendak diraih yakni adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta 
dan saling menghargai diantara sesama umat manusia sehingga dapat 
tercipta kehidupan yang toleran dan damai. Dalam Al-Qur‟an Surat Al- 
Hujurat ayat 10 
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                            
Artinya: 
Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena tu 
damaikanlah antara kedua saudramu dan bertakwalah kepada Allah 
supaya kam mendapat rahmat.
15
 
b. Prinsip al-amanah (akuntabilitas) 
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , amanah merupakan 
amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk 
menjalankan roda pemerintah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai 
kontrak sosial. Bagi pengemban amanah harus mampu manjalankan 
titah rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib 
hukumnya untuk bersikap adil. 
c. Prinsip at-Tasamuh (toleransi) 
Sikap toleran merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap 
individu didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dalam 
suatu negara akan terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan 
bangsa. Prinsip Toleransi berlaku universal, sikap saling menghargai 
dan menghormati antar sesama warga negara bukan saja terhadap 
sesama orang islam, tetapi juga harus berlaku lintas agama dan suku. 
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 d.  Prinsip al-Huriyah (kebebasan) 
Secara fitrah manusia sudah dibekali dengan daya intelektualitas 
dan kebebasan untuk memilih suatu keyakinan serta kebebasan untuk 
berpikir. Dalam islam prinsip kekebasan dalam menentukan suatu 
keyakinan atau memeluk suatu agama mendapatkan perhatian dalam 
Q.S al-Baqarah :256. 
                       
                               
Artinya: 
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 
Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang 
sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan 
beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang 
kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah 
Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
16
 
Kebebasan dapat diperinci sebagai berikut: 
1) Kebebasan berfikir 
2) Kebebasan beragama 
3) Kebebasan menyampaikan pendapat 
4) Kebebasan menuntut ilmu 
5) Prinsip at-Tasyawur/ as-Syura (musyawarah) 
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 Prinsip musyawarah merupakan prinsip yang diajarkan oleh al-
Qur‟an dan nabi Muhammad yang dijadikan etika politik didalam 
kehidupan bernegara dan berbangsa yang menjadi media untuk 
mufakat apabila ada perselisihan pendapat. 
e.  Prinsip al-Adalah (keadilan, keseimbangan, dan moderasi) 
Prinsip ini mengandung pengertian penegakan keadilan.Keadilan 
merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, baik di bidang hukum, ekonomi, politik, dan 
budaya.Karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya 
keberadaan suatu hukum dan menjadi etika politik. Dalam Q.S Al-
Maidah ayat 8: 
                            
                          
       
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi 
orang-orang yang sealu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu 
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 f. Prinsip al-Tha‟ah (ketaatan) 
Ketaatan adalah suatu hal yang sangat penting bagi tegaknya 
sebuah pemerintahan yang baik dan teratur. Tanpa adanya kepatuhan 
dan ketaatan dari seluruh elemen masyarakat dan juga penyelenggara 




Dasar hukum ketaatan dan  kemaslahatan umat dalam Al-quran 
surat An-Nur ayat 49: 
                  
Artinya: 
Tetapi jika Keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, 




2. Prinsip Dasar Dalam Politik Islam 
 Untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, terdapat empat 
prinsip dasar dalam politik islam. Keempat prinsip itu adalah: 
a. Prinsip amanat 
Prinsip pertama mengandung makna bahwa kekuasaan politik 
yang dimilikioleh pemerintahan merupakan amanat Allah dan juga 
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 amanat rakyat yang telah mengangkatnya melalui baiat.Sebagaimana 
amanat Allah SWT , kekuasaan politik itu dianugerahkan oleh Allah 
SWT kepada manuasia. Penganugrahan itu dilakukan melalui satu 
ikatan perjanjian. Perjanjian itu terjalin antara sang penguasa Allah di 
satu pihak, dan dengan masyarakat di pihak lain. Karena itu, prinsip ini 
menghendaki agar pemerintahan melaksanakan tugas-tugasnya dengan 
memenuhi hak–hak yang diatur dan dilindungi oleh hukum Allah, 
termasuk di dalamnya amanat yang dibebankan oleh agama dan yang 
dibebankan oleh individu dan masyarakt sehinggatercapai masyarakat 
yang sejahtera dan sentosa.Amanat yang dimaksud dengan banyak hal, 
salah satu di antaranya adil. 
b. Prinsip keadilan 
Adil menjadi prinsip kedua dalam pengelolahan kekuasaan 
politik. Keadilan yang dituntut itu bukan hanya terhadap kelompok, 
golongan, atau kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia 
bahkan seluruh makhluk. Ayat-ayat al-Qur‟an yang mencakup hal ini 
amat banyak, salah satunya berupa teguran kepada Nabi SAW yang 
hampir menvonis salah seorang Yahudi, karena terpengaruh oleh 
pembelaan keluarga seorang pencuri.
20
 Dalam kontek inilah turun 
firman Allah dalam Q.S an-Nisa‟:105 . 
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                               
        
Artinya: 
Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu 
dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara 
manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, 
dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak 
bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.
21
 
Keadilan juga mengandung arti bahwa pemerintahan 
berkewajiban mengatur masyarakatat dengan membuat aturan-aturan 
hukum yang adil berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak 
beraturan secara rinci atau didiamkan oleh hukum Allah.Dengan 
demikian, penyelenggaran pemerintahan berjalan di atas hukum dan 
bukan atas dasar kehendak pemerintahan atau penjabat. 
c. Prinsip ketaatan 
Prinsip ketaatan mengandung makna wajibnya hukum-hukum 
yang terkandung dalam al-Qur‟qn dan sunnah ditaati. Demikian pula 
hukum  perundang-undangan dan kewajiban pemerintahan wajib 
ditaati. Kewajiban ini tidak haya dibebankan kepada rakyat, tetapi juga 
dibebankan kepada pemerintahan.Oleh karena itu, hukum perundang-
undangan dan kebijakan politik yang diambil pemerintahan harus 
sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama.Jika tidak 
                                                             
21
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemanya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 
Indonesia , 2012), halm 95 
 
 demikian, maka kewajiban rakyat kepada hukum dan kebijakan 
dinyatakan telah gugur, karena agama melarang ketaatan pada 
kemaksiaatan.Rakyat harus menaati pemerintah selama pemerintahan 
itu menaati Allah SWT dan rasul-Nya.
22
 
Menutur Quraish Shihab (1999, 427), “Tidak disebutkan kata 
perintah taat pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan 
kepada mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat 
dengan ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya 
d. Prinsip musyawarah 
Prinsip musyawarah menghendaki agar hukum perundang-
undangan dan kebijakan politik diterapkan melalui musyawarah di 
antara mereka yang berhak. Masalah yang diperselisihkan para peserta 
musyawarah harus diselesaikan dengan menggunakan ajaran-ajaran 
dan cara-cara yang terkandung alam al-Qur‟an dan sunnah Rasul Allah 
SAW. Prinsip musyawarah ini diperlukan agar para penyelenggara 
negara dapat melaksanakn tugasnya dengan baik dan bertukar pikiran 
dengan siapa saja yang dianggap tepat guna mencapai yang terbaik 
untuk semua.
23
 Q.S Ali Imran ayat 159  
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                            
                                 
           
Artinya 
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 
lemah Lembut terhadap mereka.sekiranya kamu bersikap keras 
lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 
sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan 
tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
24
 
Adapun cita-cita politik Islam-seperti dikemukakan secara 
implisit oleh al-Qur‟an-adalah: 
1) Terwujudnya sebuah sistem politik 
2) Berlakunya hukum Islam dalam masyarakat  
3) Terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat. 
Cita-cita politik tersebut tersimpul dalam ungkapan“baldatun 
thayibbatun wa rabbun ghafur”, yang mengandung konsep “negeri 
sejahtera dan sentosa. Dari sini tampak kedudukan kekuasaan 
politik sebagai sarana dan wahana,sedangkan pemerintahan 
merupakan pelakasana bagi tegaknya ajaran agama. 
                                                             
24
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemanya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 
Indonesia , 2012), halm 71 
 
 C. SIYASAH DALAM PENEGAKAN HUKUM 
Al-Qur‟an mengandung seperangkat tata nilai etika dan hukum 
bernegara yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan 
pemerintahan negara.Bentuk dan sisitim negara diserahkan kepada 
manusia untuk menetapkan dan mengaturnya. Al-Qur‟an tidak 
menentukan suatu bentuk negara tertentu atau suatu sistem yang baku 
tentang negara dan pemerintahan, yang penting seperangkat tata nilai etika 
dan hukum dalam al- Qur‟an itu dijadikan pedoman dalam mengatur 
negara. Dengan demikian, ayat-ayat al-Qur‟an yang berkaitan dengan 
pemerintahan dan negara dapat menampung perkembangan zaman dan 
dinamika masyarakat. 
Seperangkat nilai tersebut berupa prinsip-prinsip yang memiliki 
kelenturan dalam penerapannya.Prinsip-prinsip itu, secara, elastis, dapat 
diterapkan di tengah perbedaan kondisi, situasi, zaman, budaya dan lain-
lain.Setiap kelompok manusia mempunyai kebebasan dalam 
menterjemahkan dan merinci serta menerapkan nilai dasar itu. 
Untuk kesempurnaan amanat dan hukum yang sebaik-baiknya dan 
seadil-adilnya, diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada 
Rasul-Nya serta pemerintah. Firman Allah Dalam Al-Qur‟an Surat An-
Nisa Ayat 59 
                                
                                  
   
 Artinya: 
  
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada 
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 




Ada tiga katagori hukum yang berlaku dalam pergaulan masyarakt 
Islam. 
1. Syari‟at yaitu keetentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan 
subyek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih atau 
menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang. Syari‟at 
bersifat tetap, tidak berubah dan seharusnya tidak terdapat perbedaan 
pendapat. 
2. Fiqh adalah pemahaman tentang hukum-hukum syara yang bersfat 
perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Fiqh adalah 
hasil kemampuan intelektualitas (Ijtihad) ulama terhadap dalil-dalil 
hukum yang terdapat pada Al-Qur‟an dan Hadis, yang selalu 
berkembang dan selalu terdapat perbedaan pendapat. 
3. Siyasah syari‟ah adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan 
kebijakan yang dikehendaki oleh kemaslahantan, melalui aturan yang 
tidak bertentangan dangan agama, meskipun tidak adil ada dalil 
tertentu. Siyasah syari‟ah lebih terbuka dalam menerima perkembangan 
dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan zaman berpengaruh 
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 besar terhadap siyasah syari‟ah. Persoalan kapan nilai-nilai etika dan 
hukum yang terdapat pada syari‟at, fiqh dan siyasah syari‟ah 
diberlakukan di Indonesia. Sedangkan sitim hukum Indonesia menganut 
siitem hukum Eropa kontinental yang menganut aliran legisme, yang 
memandang hukum adalah suatu kepastian dan tertulis dalam bentuk 
UU atau PP, walaupun dalam UU No. 14 Tahun 1970 memberikan 
peluang untuk sistim hukum Islam dan adat dapat diberlakukan. 




Prospek Hukum Islam di Indonesia rakyat indonesia adalah 
mayoritas beragama Islam, dapatkah berkehendak untuk 
memberlakukan nilai-nilai etika dan hukum Islam dalam praetk 
kenegaraan. Penegakan supremasi hukum untuk memberantas korupsi
27
  
berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan 
terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal mengalami 
degradasi. Kondisi tersebut, antara lain disebabkan banyak peratuan 
perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pada masa lalu tidak 
mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang 
bersendikan hukum agama dan hukum adat. Subtansi hukum yang tidak 
mencerminkan nilai-nilai etika dan hukum masyarakat 
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 pemberlakuannya kurang efektif, bahkan sikap otiriter pemerintah 
untuk memaksakan hukum itu berlaku (teori kekuasaan).
28
 
Padahal secara ideal hukum itu akan diterima, apabila subtansi 
hukum merupakan adopsi dari nilai-nilai hukum yang dianut oleh 
masyarakat. Umat Islam sebagai penduduk yang mayoritas di 
Indonesia, hukum Islam sangat memiliki peluang yang besar 
mengkontribusi nilai-nilai hukumnya terhadap hukum nasional. 
Berdasarkan teori lingkaran yang menunjukkan betapa eratnya 
hubungan agama, hukum dan negara. Karena itu, dengan penduduk 
yang mayoritas Islam, tentu hal tersebut dapat dijadikan paramenter 
bagaimana negara Indonesia dalam pembangunan hukum di masa 
depan. Dengan demikian, pendapat yang memisahkan agama dengan 
negara adalah bertentangan dengan nilai-nilai sunatullah (hukum 
alam).Sebagai negara berdasarkan atas hukum yang berfalsafat 
pancasila melindungi agama dan memberikan jaminan untuk umat 
beragama, menjalankan syari‟at agamanya, bahkan berusaha untuk 
memasukan ajaran dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Seperti pernyataan proklamator Mohammad Hatta, 
bahwa peraturan negara hukum RI, syari‟at Islam berdasarkan Al-
Qur‟an dan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan 
                                                             
28
 Daud Ali, Mohammad, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, cet. IV Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000 




Hukum Islam masih berada pada tatanan cita-cita (ius 
cosntituendum) belum berada pada tatanan aplikasi sebagai hukum 
positif (ius costitutum).Agar nilai-nilai etika dan hukum Islam berlaku 
dalam masyarakat, maka nilai-nilai etika dan hukum Islam itu harus 
dituangkan dalam bentuk UU. 
Dalam suatu sistem pemerintahan yang menganut oposisi terbuka, 
apabila eksekutif menguasai juga legislatif, tentunya setiap 
kebijaksanaan akan diamankan oleh legislatif, padahal untuk menjaga 
keseimbangan perlu pengawasan dari legislatif terhadap eksekutif, 
berarti membutuhkan di legislatif keseimbangan antara partai 
pemerintah dengan partai yang oposisi. Keadaan ini dikuartirkan akan 
terjadi tarik menarik antara kepentingan politik penguasa dan 
kepentingan umat Islam. Seperti pada masa sebelumnya, ada dua hal 
yang menciptakan perbedaan kepentingan tersebut.Pertama, motivasi 
pilitik pemerintah legal policy yang mengedepankan nilai-nilai sekuler, 
dengan dalih hukum Islam tidak revelan dengan kondisi sosial serta 
pertimbangan pluralisme yang terdapat di tengah-tengah 
masyarakat.Sehingga segala kebijakan politik hukum dibentuk dan 
diarahkan kepada pengurangan peran hukum agama.Kedua, umat Islam 
mempersepsikan bahwa hukum Islam dan lembaga pendidikan adalah 
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 bagian dari kewajiban agama (panggilan syar‟i) yang mesti dan wajib 
kifayah untuk dilaksanakan dan dipertahankan. Pengabaian terhadap 
hukum Islam dan lembaganya, sama saja halnya pengabaian dan 
durhaka pada hukum-hukum Allah. Oleh sebab itu, dengan sagala daya 
dan upaya wajib dijalankan dan dipertahankan.Namun, yang sering 
menjadi pemenang dalam konteks pergumulan tersebut adalah pihak 
penguasa karena didukung oleh kekuatan-kekuatan pemaksa.Hal ini 
dapat dibuktikan dengan setiap produk hukum yang dalamnya 
mengandung nilai-nilai hukum Islam, selamanya mendapat tantangan 
dikalangan yang kelompok tidak menginkan hukum Islam 
diberlakukan.Bahkan terlibat polemik baik secara nasional maupun 
internasional. 
Ada empat peluang untuk diberlakukan hukum Islam sebagai 
hukum nasional. 
a.  Hukum Islam yang disebutkan dan ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui 
hukum adat.  
b. Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan 
hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi umat 
Islam. 
c. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah 
sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat. 
 d. Hukum Islam juga menjadi sumber hukum pembentukan hukum 
nasional akan datang disamping hukum adat, hukum barat dan 
hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam negara 
Indonesia. Disamping empat peluang tersebut, peluang yang sangat 
menentukan keberlakuhan hukum Islam secara nasional adalah 
keputusan-keputusan hakim peradilan agama atau keputusan hakim 





TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) 
A. Latar Belakang lahirnya  
Usaha untuk memberantas kejahatan korupsi merupakan masalah 
yang tidak mudah, pembaharu besar cina Wang Shich (1021-1066) dalam 
usahanya memberantas korupsi terkesan oleh dua sumber yang senantiasa 
berulang-ulang, yaitu: Buruknya hukum dan buruknya manusia. 
Sejak lama masyarakat dibuat jengah jika berbicara seputar 
korupsi.Di satu sisi, korupsi sering dijadikan bahan pembicaraan dan 
berita utama di media masa, namun pada sisi lain, jangankan 
penyelesaiannya, kalanjutannya pun kadang tidak jelas.Sebagian 
masyarakat berharap pemberantasan korupsi.dapat dilakukan secara cepat 
dan tuntas, terutama terhadap koruptor-koruptor besar (grand corruption). 
Masyarakat seperti tidak sabar dan memandang mudah penuntasan kasus-
kasus korupsi, karena memang telah sekian lama dikecewakan oleh 
pemerintah dan aparat penegak hukum.
30
 
Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, 
perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah 
kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi 
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 kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya 
yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.
31
 
Pola perkembangan kejahatan korupsi termasuk golongan kejahatan 
yang pengembangannya mempunyai potensi tinggi yang sulit untuk 
dijangkau rumusan hukum dan pertumbuhannya, meningkatkan 
kemungkinan pola kejahatan menjadi semakin relatif. Meningkatnya 
tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak 
saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada 
kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.
32
 
Pada perkembangannya, korupsi tetap pada satu pertanyaan besar, 
bahwa korupsi memang tidak mungkin diberantas.Realitas masih 
menunjukkan bagaimana penegakan hukum seakan mandeg menghadapi 
korupsi.Padahal dari sisi aturan dan kelembagaan sudah memadai dan 
bahkan terus diperbaharui.Indikasi tebang pilih, adanya benturan 
kepentingan sehingga melahirkan cukongisasi korupsi yang luar biasa, 
atau pengambilan aset hasil korupsi yang menghilangkan aspek hukum 
koruptor tentunya bukan tontonan baru bagaimana korupsi itu sulit untuk 
diberantas. 
Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang 
dilakukan secara konvensional selama ini terbuktimengalami berbagai 
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 hambatan, untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar 
biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai 
kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasan manapun dalam 
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya 
dilakukan secara optimal, intensif, profesional, serta berkasinambungan.  
Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum pemerintah Indonesia 
telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi 
tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam penetapan MPR 
RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas 
korupsi, kolusi, dan nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme; serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-




Berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Taun 2001, badan khusus 
tersebut yang selanjutnya disebut komisi pemberantasan korupsi, memiliki 
kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan 
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 penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai 
pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, 
tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang. 
Undang-undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat 
dalam Undang-undang tersebut. Pada saat sekarang pemberantasan tindak 
pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti 
kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan 
pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan 
kewenangan Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-
undang ini dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi tumpang-tindih 
kewenangan dengan berbagai instansi tersebut. 
Landasan Yuridis-Normatiftidak Berwenangnya Komisi 
Pemberantasan Korupsi Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian 
Penyidikan dalam Menangani Masalah Korupsi, Berbagai rasa 
ketidakadilan sebagai dampak dari korupsi telah menyentuh langsung 
bagaimana berbagai kesempatan yang telah digariskan dalam undang-
undang utamanya wujud pemerataan kekayaan alam, pendidikan, 
kesehatan, dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan menjadi sulit 
diterima oleh masyarakat miskin. Bahkan UUD 1945 pun sudah 
menegaskan bahwa korupsi yang merugikan hak asasi sosial dan ekonomi 
adalah kejahatan luar biasa dan musuh bersama masyarakat dan bangsa 




Pada masa orde lama, Korupsi belum dianggap sebagai ancaman 
negara yang membahayakan. Tahun 1956, kasus korupsi mulai menguat 
dengan diangkatnya kasus korupsi di media cetak oleh Muchtar Lubis dan 
Rosihan Anwar, namun keduanya malah dipenjara (1961), adapun dasar 
hukum yang digunakan pada waktu itu adalah KUHP terkait dengan 
kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai negeri 
(ambtenaar), yaitu pada Bab XXVIII Buku Kedua KUHP. 
35
 
Dilihat dari latar belakang sosial politik yang mendorong 
terbentuknya undang-undang ini, bahwa fakta sejarah menunjukkan pada 
tahun 1965 di Indonesia terjadi tragedi nasional yaitu pemberontakan G 30 
S/PKI yang kemudian melahirkan orde baru. Semangat pemerintah orde 
baru untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai 
salah satu perwujudan dari pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 
secara murni dan konsekuen.Karena dianggap belum mampu mencegah 
dan memberantas korupsi, maka terjadilah demonstrasi yang dilakukan 
oleh mahasiswa dan pelajar.Maka pemerintah merespon tuntutan tersebut 
dengan mengganti peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi yang 
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 baru, yaitu Undang-undang Nomor 3 tahun 1971.undang-undang ini 
bertahan sampai tahun 1999. 
36
 
Pada tahun 1999 – sampai sekarang, dasar hukum yang digunakan 
dalam memberantas tindak pidana korupsi menggunakan UU No. 31 
Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.Menyempurnakan kembali 
perumusan tindak pidana korupsi dalam UU 3/1971 (korupsi aktif dan 
korupsi pasif) Penegasan perumusan tindak pidana korupsi dengan delik 
formil, memperluas pengertian pegawai negeri, dibentuk Tim Gabungan 




Karena begitu peliknya masalah pemberantasan korupsi di negeri ini, 
KPK sebagai lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi 
tidak diberi wewenang mengeluarkan surat perintah penghentian 
penyidikan dan penuntutan, yang mana ketentuan ini tidak pernah 
diberikan pada lembaga selain KPK. Adapun dasar hukumnya adalah pasal 
40 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 “Komisi pemberantasan 
korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian 
penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”. 38 
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Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, UU No. 30/2002, UU No. 
20/2001, UU No. 31/1999, UU No. 28/1999, UU No. 3/1999, PP No. 71/2000, Organisasi dan 
 Dengan demikian landasan yuridis-normatif tidak Berwenangnya 
KPK Mengeluarkan SP3 dalam Menangani Masalah Korupsi adalah pasal 
40 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 
Keberadaan Undang-undang No. 30 tahun 2002 merupakan salah satu 
norma hukum yang ada, maka secara implisit di dalam undang-undang 
tersebut khususnya Pasal 40 terdapat nilai-nilai luhur. Karena norma 
hukum itu sendiri merupakan konkritisasi dari nilai-nilai luhur yang 
abstrak, yang hidup dalam masyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah 
laku. 
Adanya ketentuan pasal 40 UU No.30 Tahun 2002 tampaknya ada 
sesuatu yang akan dibenahi pada sistem penegakan hukum di Indonesia, 
tentu kita tahu bagaimana manderitanya bangsa ini karena ulah koruptor, 
dari masa pra-kemerdekaan, orde lama, orde baru sampai sekarang, 
koruptor tidak pernah berhenti menjarah uang rakyat. Lembaga hukum 
yang bertugas menanganinya pun tak bisa berbuat apa-apa, seakan hanya 
menonton menyaksikan hal tersebut. Maka karena itu, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang bertugas menangani 
korupsi, dengan adanya pasal 40 Undang-undang Nomor 40 tahun 2002 
ini diharapkan nantinya dapat menahan laju korupsi yang ada di negeri ini, 
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 sehingga bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang bermartabat dan 
juga maju. 
B. Tugas Dan Wewenang  
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan 
korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK 
merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dariinterpensi  kekuasaan 
manapun. 
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan 
korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-
undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti 
mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh 
lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan 
efisien. 
Adapun tugas KPK yang adalah koordinasi dengan instansi yang 
berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); 
supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 
TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; 
melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. 
 1. Dalam melaksanakan tugasnya KPK mempunyai tugas sebagimana 
diatur dalam pasal 6 yaitu:  
 Pasal 6:   
a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
terhadap tindak pidana korupsi. 
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana 
korupsi; dan 




2. Dalam melaksanakan tugasnya KPK mempunyai wewenang 
sebagimana diatur dalam pasal 5 yaitu: 
Pasal 5: 
a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan tindak pidana korupsi; 
b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan 
pemberantasan tindak pidana korupsi; 
c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak 
pidana korupsi kepada instansi yang terkait; 
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 d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan 
instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak 
pidana korupsi; dan 




C. Pimpinan KPK 
Pimpinan KPK adalah pejabat negara yang terdiri dari 5 (lima) 
anggota yakni Ketua yang merangkap Anggota, serta Wakil Ketua yang 
terdiri atas 4 (empat) orang dan masing-masing merangkap Anggota. 
Ketua KPK adalah salah satu dari lima pimpinan di KPK. Ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi juga merangkap sebagai anggota KPK. 
Wakil Ketua KPK merupakan pimpinan KPK yang juga merangkap 
sebagai anggota KPK. Wakil Ketua KPK terdiri dari: 
1. Wakil Ketua Bidang Pencegahan; 
2. Wakil Ketua Bidang Penindakan; 
3. Wakil Ketua Bidang Informasi dan Data; dan 
4. Wakil Ketua Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat 
Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan 
sesuai dengan kepakarannya kepada Komisi Pernberantasan Korupsi 
dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan 
Korupsi.Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) anggota. 
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 Pelaksana TugasBerdasarkan Lampiran Peraturan Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi No. PER-08/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, pelaksana tugas KPK terdiri dari: 
1. Deputi Bidang Pencegahan 
2. Deputi Bidang Penindakan 
3. Deputi Bidang Informasi dan Data 
4. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat 
5. Sekretariat Jenderal 
D. Pasal 40 tentang Penghentian Penyidikan 
Pemeriksaan suatu perkara dilakukan oleh penyidik.Menurut pasal 1 
ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa penyidik ialah polisi atau pejabat 
pegawai sipil yang diberi tugas oleh Undang-undang ini untuk 
menyelidiki.
41
 Proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik kalau 
tersangka yang diberitahu melalui suatu panggilan kepolisian mau 
menghadap secara baik-baik. Tetapi seringkali etikat baik seseorang yang 
dicurigai melakukan tindak pidana itu tidak ada.Terhadap yang terakhir ini 
perlu dilakukan penangkapan.
42
Menurut pasal 16 ayat 1 dan 2 KUHAP 
dinyatakan bahwa penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan 
penyidik atas perintah penyidik dan penyidik pembantu.
43
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 Suatu penahanan dapat dilakukan berdasarkan dugaan dan bukti yang 
cukup bahwa seseorang telah melakukan tidakan pidana tertentu. Bila 
ternyata kesalahan tertuduh itu tidak dapat atau mungkin dapat dibuktikan 
tetapi belum cukup meyakinkan apakah ia betul-betul melakukannya atau 
tidak, maka dalam menanggapi keadaan seperti ini hakim harus 
membebaskan tertuduh dari tuduhan yang meragukan tersebut, jadi dengan 
kata lain demi menjamin atas hak asasi seseorang tidak bersalah itu (dalam 
hal ini kemerdekaan) tidak terlepas, setiap orang (tersangka) yang belum 




Penuntutan merupakan tindakan berlanjut setelah selesai penyidikan 
dan tidak ada alasan penghentian penyidikan karena kurang bukti 
(yangbiasanya dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian 
penyidikan (SP3)) atau bukan perbuatan pidana, atau penghentian 
penuntutan demi kepentingan hukum.
45
 
Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada 
penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan 
yang dimulainya. Hal ini ditegaskan  
Pasal 109 ayat 2 :  
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 Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan  karena tidak 
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan 
merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan  demi hukum, 
maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, 
tersangka atau keluarganya”.46 
Rasio atau alasan pemberian wewenang penghentian ini,  antara lain:  
1. Untuk menegakkan prinsip peradilan cepat, tepat dan biaya ringan, dan 
sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan 
masyarakat,jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil 
penyelidikan atau penyidikan tidak cukup bukti atau alasan 
untukmenuntut tersangka dimuka persidangan untuk apa berlarut-larut 
menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi 
menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan. Agar tercipta 
kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka 
dan masyarakat.  
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntut ganti kerugian, 
sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukupbukti atau 
alasan untuk menuntut ataupun menghukum dengan sendirinya 
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 Adapun alasan penghentian penyidikan, Undang-undang telah 
menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat dipergunakan penyidik 
sebagai dasar penghentian penyidikan.
48
 Alasan penghentian yang 
disebut pada pasal 109 ayat 2. 
Pasal 109 ayat 2:   
a. Tidak diperoleh bukti yang cukup Apabila penyidik tidak 
memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang 
diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan 
tersangka jika diajukan ke depan pengadilan. Atas dasar kesimpulan 
ketidakcukupan buktiinilah penyidik berwenang menghentikan 
penyidikan. Ditinjau dari satu segi, pemberian wewenang ini 
membina sikap mental penyidik untuk tidak secara serampangan 
mengajukan begitu saja segala hasil penyidikan yangtelah 
dilakukannya  
b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. 
Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik 
berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan 
merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini 
berwenang menghentikan penyidikan. atau tegasnya, jika apa yang 
disangkakan bukankejahatan maupun pelanggaran pidana yang 
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 termasuk kompetensi peradilan umum, jadi tidak merupakan 
pelanggaran dan kejahatan seperti yang diatur dalam KUHP atau 
dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang 
termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, 
penyidikan beralasan dihentikan.  
c. Penghentian penyidikan demi hukum. Penghentian atas dasar 
alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan 
hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana 
yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana yang 
dirumuskan dalam ketentuan pasal 76,77,78, dan seterusnya, 
antara lain:  
1) Nebis in idem (pasal 76 KUHP), seseorang tidak dapat lagi 
dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, 
terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan 
telah pernah diadili dan diputus perkaranya oleh hakim atau 
pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta 
putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  
2) Tersangka meninggal dunia (pasal 77 KUHP), dengan 




3) Karena kadaluwarsa, seperti yang dijelaskan dalam pasal 78 
KUHP. Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan 
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 seperti yang diatur dalam pasal 78 KUHP, dengan sendirinya 
menurut hukum penuntutan terhadap pelaku tindak pidana 
tidak boleh lagi dilakukan. 
50
  
Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang (pasal 109 ayat 
2), apabila penyidikan dihentikan, maka penyidik berkewajiban 




a) Jika yang melakukan penghentian penyidikan itu penyidik Polri, 
pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada:  
(1) Penuntut umum, dan  
(2) Tersangka atau keluarganya.  
b) Jika penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai 
negeri sipil, pemberitahuan penghentian penyidikan harus segera 
disampaikan pada:  
(1) Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan 
koordinasi atas penyidikan, dan  
(2)  Penuntut Umum untuk  pemberitahuan penyidikan juga 
meliputi pemberitahuan kepada:  
(a) Penasihat hukumnya, dan  
(b) Saksi pelapor atau korban 
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 Pemberitahuan pemberhentian penyidikan adalah merupakan suatu 
kewajiban, ditinjau dari segi saling adanya pengawasan horizontal baik 
antara sesama instansi aparat penegak hukum (dalam hal ini pihak 
penuntut umum) maupun pengawasan horizontal dari pihak luar (dalam 
hal ini tersangka atau keluarganya). Adapun cara pemberitahuan 
penghentian penyidikan sebaiknya berbentuk tertulis dan apabila 
penghentian penyidikan itu dilakukan penyidik pegawai negeri sipil, tata 
cara pemberitahuannya berpedoman kepada penjelasan pasal 109 KUHP, 
yakni pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan melalaui 
penyidik Polri. 
Karena begitu peliknya masalah pemberantasan korupsi di negeri ini, 
KPK sebagai lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi 
tidak diberi wewenang mengeluarkan surat perintah penghentian 
penyidikan dan penuntutan, yang mana ketentuan ini tidak pernah 
diberikan pada lembaga selain KPK.  
Pasal 40:  
“Komisi pemberantasan korupsi tidak berwenang mengeluarkan 
surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara 
tindak pidana korupsi”.52 
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 Dengan demikian landasan yuridis-normatif tidak berwenangnya 
KPK mengeluarkan SP3 dalam menangani masalah korupsi adalah pasal 
40 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 
Keberadaan Undang-undang No. 30 tahun 2002 merupakan salah 
satu norma hukum yang ada, maka secara implisit di dalam undang-
undang tersebut khususnya Pasal 40 terdapat nilai-nilai luhur. Karena 
norma hukum itu sendiri merupakan konkritisasi dari nilai-nilai luhur yang 
abstrak, yang hidup dalam masyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah 
laku. 
Adanya ketentuan pasal 40 UU No.30 Tahun 2002 tampaknya ada 
sesuatu yang akan dibenahi pada sistem penegakan hukum di Indonesia, 
tentu kita tahu bagaimana panderitaan bangsa ini karena ulah koruptor, 
dari masa pra-kemerdekaan, orde lama, orde baru sampai sekarang, 
koruptor tidak pernah berhenti menjarah uang rakyat. Lembaga hukum 
yang bertugas menanganinya pun tak bisa berbuat apa-apa, seakan hanya 
menonton menyaksikan hal tersebut. Maka karena itu, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang bertugas menangani 
korupsi, dengan adanya pasal 40 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 
ini diharapkan nantinya dapat menahan laju korupsi yang ada di negeri ini, 
sehingga bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang bermartabat dan 
juga maju. 
 
 E. Dampak Korupsi Dalam Kehidupan Bangsa 
Secara harfiah, pengertian korupsi dapat berarti: Kejahatan, 
kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran 
atau perbuatan yang buruk seperti pengelapan uang, penerimaan uang 
sogok, dan sebagainya. 
Menurut Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai 
perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk 
keuntungan pribadi. Dalam definisi tersebut terdapat tiga unsur, yaitu: 
1. Menyalah gunakan kekuasaan adalah memanfaatkan keadaan yang 
strategis untuk keuntungan pribadi atau kelompok. 
2. Kekuasaan yang dipercayakan (baik dalam sektor publik maupun 
swasta). 
3. Keuntungan pribadi (dalam konteks ini, pribadi dapat pula 
dimaksudkan kepada keluarga atau teman-temannya). 
53
 
Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 mendefinisikan tindak 
pidana korupsi di dalam Pasal 2 dan 3, yaitu: 
Pasal 2 ayat 1: 
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
54
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 Pasal 3: 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 




Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan 
jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi 
dengan mengatas namakan  pribadi atau keluarga, sanak saudara dan 
teman. 
Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, 
penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan 
pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. 
Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak 
disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, 
suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya 
kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi  yang nyata dan 
dapat merugikan keuangan negara. 
Beberapa bentuk korupsi diantaranya adalah sebagai berikut: 
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 a. Penyuapan(bribery) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, 
baik berupa uang maupun barang.  
b. Embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber 
daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber 
daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam 
tertentu.  
c. Fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan 
penipuan (trickery or swindle). Termasuk didalamnya proses 
manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan 
mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.  
d. Extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan 
cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh 
pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia 
lokal dan regional.  
e. Favouritism, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang 
berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.  
f. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.  




Korupsi dapat diibaratkan sebagai penyakit menular yang memiliki 
dampak sangat buruk terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. 
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 Dampak buruk yang terkandung dalam perbuatan yang dapat didefinisikan 
sebagai segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dengan 
tujuan untuk memperkaya diri atau kalangan sendiri yang sangat 
dirahasiakan terhadap pihak-pihak lain di luar kalangan sendiri itu
57
, 
dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:  
Dalam perspektif ekonomi ada beberapa dampak korupsi yang bisa 
diajukan, antara lain sebagai berikut:  
1) Terjadinya inefisiensi hingga menyebabkan biaya tinggi ekonomi, 
akhirnya beban keseluruhan itu biasanya harus ditanggung oleh 
konsumen. 
2) Terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan distribusi pada sumber daya 
dan dana pembangunan, karena hanya elit kekuasaan dan para pemilik 
modal saja yang bisa mengaksesnya. 
3) Terjadinya inefektifitas dan inifisiensi pada birokrasi pemerintahan 
karena insentif menyebabkan watak birokrasi pemerintahan tidak 
efektif. Mereka tidak punya sensitifitas untuk melayani kepentingan 
publik dan selalu mencari rente bagi kepentingan sendiri atas 
kewajiban yang seharusnya dilakukan. Pada akhirya, insentif ini akan 
berujung pada inefisiensi dan perubahan watak pelayanan birokrasi. 
4) Terjadinya penurunan tingkat investasi modal sehingga pada akhirnya 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pemasukan 
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 negara. Akibat lebih lanjut, investor banyak yang tidak tertarik 
menanamkan modalnya di negara yang angka korupsinya tinggi.  
Korupsi menyebabkan ketidakpastian berusaha yang secara diametral 
bertentangan dengan prinsip bisnis yang menginginkan kepastian dalam 
berusaha. Dampak langsung dari uraian di atas, petumbuhan ekonomi akan 
stagnan dan kemiskinan menjadi kian absolute serta meluas.  
Dalam konteks sosial, dampak korupsi menimbulkan problematik 
yang sangat besar.Yang jelas, korupsi berdampak pada merosotnya 
investasi pada human capital dan bahkan korupsi menghancurkannya. 
Ketiadaan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan 
pendidikan dan kesehatan menyebabkan masyarakat rentan terhadap 
berbagai penyakit dan rendah kompetensinya sehingga masyarakat 
menjadi tidak profesional dan tidak mampu berkompetisi secara dinamis 
dengan berbagai sumberdaya manusia dari negara lain Masyarakat juga 
menjadi kian permisif pada tindak korupsi. Korupsi dianggap sebagai 
suatu kelaziman dan bahkan menjadi pelumas bagi proses-proses ekonomi 
dan politik. Sikap dan perilaku kolusif dan koruptif itu pada akhirnya  
akan meniadakan etos kompetisi secara sehat, makin memperkuat 
hubungan patron-client, siapa yang berkuasa dan mempunyai uang bisa 
mengatur segalanya, kesenjangan antar kelompok sosial kian melebar dan 
melembaga sehingga menciptakan kerawanan sosial. Rusaknya mutu 
infrastruktur transportasi dan komunikasi tidak hanya menyebabkan 
mobilitas penduduk menjadi merosot, tetapi juga potensial menyebabkan 
 kerawanan sosial lainnya. Begitu juga dengan angka kemiskinan yang kian 
meningkat karena macetnya pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh luas 
pada stabilitas sosial dan politik.  
Sedangkan pada bidang politik, terjadinya distorsi kepentingan pada 
lembaga politik tempat proses legislasi berlangsung. Karena para wakil 
rakyat yang dipilih melalui proses pemilu yang tidak sepenuhnya jujur, 
adil dan sikap koruptif menjadi bagian tak terpisahkan di dalamnya. 
Karena itu, elit dan lembaga politik punya kecenderungan mengabaikan 
aspirasi rakyat dan konstituennya. Dalam konteks ini, menarik untuk 
memperhatikan sinyalemen yang diajukan ICW (Indonesia Coruption 
Word), kini tengah terjadi korupsi oligarki ke korupsi multipartai dan 
situasi ini menjadi faktor penghambat utama proses reformasi untuk keluar 
dari krisis multidemensi. Fakta di atas membuat lembaga legislatif menjadi 
tidak kredibel dan rakyat menjadi distrust.Karena itu, tidaklah 
mengherankan bila ada banyak kasus yang sulit dibantah, ada dugaan 
terjadinya politik uang pada berbagai pemilihan kepala daerah. Berbagai 
kasus di atas menunjukan beberapa hal lain yang selalu menyertai isu 
korupsi, yaitu: adanya proses "tarik-menarik" kepentingan antara elit partai 
di pusat dan kepentingan elit partai di daerah, proses pembelajaran politik 
di dalam mengelola konsolidasi dengan ratusan ribu saja, orang rela 
melakukan tindak kriminal untuk membunuh orang lain. Akibat yang 
paling mengkhawatirkan, setiap masalah atau pertikaian pendapat yang 
muncul diselesaikan dengan kekerasan sehingga kerusuhan terjadi di 
 mana-mana. Hukum tidak lagi bersifat responsif, telapi instrumen untuk 
memperluas kewenangan kekuasaan "memeras" rakyat alas nama 
peraturan daerah dan melegalisasi kesewenangan. Hukum dimaknai 
bekerja secara prosedural tetapi kehilangan makna substantif dan 
spiritualitasnya. Akibal lebih lanjut lainnya, judicial corruption juga bisa 
berkaitan dengan proses investasi. Para investor banyak yang tidak mau 
mengambil resiko di bidang bisnis tanpa jaminan kepastian 
hukum.Kepastian itu tidak hanya di dalam relasinya dengan kepentingan 
kekuasaan saja dan berkaitan dengan perlindungan usaha alas proyek yang 
melibatkan pemerintahan, tetapi juga jaminan kepastian hukum bila terjadi 
sengkela dengan rekan bisnisnya maupun dengan para customer-nya.
58
 
Korupsi jelas menyuburkan jenis kejahatan lain di dalam masyarakat. 
Melalui korupsi sindikat kejahatan atau penjahat perseorangan dapat 




Begitu luas dampak korupsi karena terjadi pembiaran terhadap 
kejahatan korupsi, tidak pernah ada usaha serius dari pemerintah untuk 
memberantas korupsi secara serius dan sistematik, baik itu pada 
pemerintahan Orde Baru (Orba) maupun saat setelah terjadinya reformasi. 
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A. Ketidakwenangan KPK Mengeluarkan SP3 Menurut Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2002  
Dalam pelaksanaan tuganya KPK tidak diberi wewenang untuk 
mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan demi 
untuk melancarkan kinerja KPK, dan untuk menghindari oknum-
oknummyang tidak bertanggung jawab yang menjadikan SP3 sebagai 
peluang untuk lolos. 
Tetapi dengan tidak diberi wewenang KPK untuk mengeluarkan 
SP3 artinya kasus yang ditangani KPK adalah kasus yang sangat serius 
dan masuk dalam tindak pidana khusus sehinnga KPK dalam penanganan 
nya harus adanya kehati-hatian jangan sampai kasus yang ditangani KPK 
melanggar asas kesamaan dimata hukum, karena semua warga negara 
sama dimata hukum. 
Dengan adanya pasal 40 Undang-Undang KPK ini sangat 
membantu pihak penyidik dalam menangani kasus-kasus korupsi di 
Negara ini, Karena nyedikan tidak dapat dihentikan sampai dengan 
pengadilan. Artinya kasus ini kasus serius sehingga benar-benar butuh 
penegak hukum yang luar biasa karean kasus korupsi tergolong kasus 
kejahatan yang luar biasa karena merugikan rakyat serta negara. 
  
 
B. Pandangan Siyasah Terhadap Ketidakwenangan KPK Mengeluarkan 
SP3  
Kemudian dalam konteks siyasah kita ketahui bahwa siyasah 
adalah mengatur atau pemimpin yang membawa pada kemaslahatan umat, 
artinya dengan adanya kasus korupsi ini bukan untuk kemaslahatan umat 
tetapi untuk menyengsarakan umat. Maka dari itu dalam kasus penangan 
korupsi KPK tidak diberi wewenang untuk mengeluarkan SP3. 
Keterkaitan siyasah dalam skripsi ini adalah tergolong dalam 
siyasah dusturiyah yang dapat diartikan bahwa siyasah dusturiyah 
mengatur antara Negara dan lembaga Negara demi untuk kemaslahatan 
umat.  
 Dalam prinsipnya, mengapa KPK tidak diberi wewenang 
mengeluarkan SP3 ini agar kasus ini benar-benar jelas dan tidak terhenti 
ditengah jalan sepert kasus-kasus pidana lainnya, kemudian dalam konteks 
fiqh siyasahnya masuk dalam prinsip al-adalah (keadilan dan 
keseimbangan), prinsip ini mengandung penegakan keadilan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang hukum, ekonomi, 
politik dann budaya, karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari 
pentignya keberadaan suatu hukum. Dan keadilan dalam konteks ini 
mengadili sang koruptor atau pemimpin yang berkhianat dengan rakyat 
dan Negara nya. 
 Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan tidak diberi 
wewenang KPK dalam mengeluarkan SP3 ini sangat mendukung pihak 
berwajib dalam menangani kasus korupsi, karena jika Lembaga KPK 
diberi wewenang mengeluarkan SP3 maka kasus korupsi yang merupakan 
kejahatan luar biasa ini nasibnya akan sama dengan kasus-kasus lain.  
Maka dengan adanya pasal 40 Undang-Undan Nomor 30 tahun 
2002 ini benar-benar sangat membantu pihak penegak hukum dalam 











Berdasar kan uraian di atas, terkait dengan ketidakwenangan KPK 
mengeluarkan SP3, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 
1. Dengan tidak adanya wewenang untuk mengeluarkan surat perintah 
penghentian penyidikan (SP3), maka oknum yang suka 
mempermainkan hukum dengan cara jual beli kasus tidak akan mudah 
lagi melakukannya. KPK tidak diberi kewenangan mengelarkan SP3 
berdasarkan pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak lain 
agar KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan 
sesorang sebagai tersangka. Tanda bukti yang kuat cukup dan 
dipastikan KPK tidak akan salah dalam menetapkan seseorang menjadi 
tersangka, prinsip ini juga memperihatkan keseriusan KPK dalam 
memberatas korupsi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-
Undang. 
2. Ketidak wenangan KPK untuk mengeluarkan SP3 yang didasarkan 
pada pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002, dalam pandangan siyasah 
pemerintah memiliki kewenangan mengatur lembaga-lembaga 
 pemerintah bahkan swasta guna mewujudkan kemaslahatan / kebaikan 
bagi warga Negara. 
B. Saran-saran 
1. Untuk mencegah adanya kesewenang-kesewenangan, Komisi 
Pemberantasan Korupsi dalam menuntut dan mengadili seseorang 
yang dituduh melakukan suatu tindak pidana korupsi, hendaknya 
pemberlakuan ketentuan ketidak wenangan mengeluarkan SP3 oleh 
KPK dalam menentukan status tersangka harus dilakukan secara ketat 
dan selektif. Karena tanpa kehati-hatian tersebut dapat menimbulkan 
kesewenang-wenangan dalam pemberlakuan (khusus penegakan) 
hukum.  
2. Penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu dan bebas Korupsi 
harus ditegakkan, peran maksimal dari penegak hukum, khususnya 
KPK, serta masyarakat sangat diperlukan guna mencapai cita-cita 
tersebut. Sehingga nantinya negara Indonesia akan menjadi negara 
yang makmur, tentram, aman, sejahtera, serta terbebas dari korupsi.  
3. Hendaknya dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap penerapan 
ketentuan ketidak wenangan mengeluarkan SP3 oleh KPK, sehingga 
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